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PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah saru negara yang kava sumber dava
alam (SDA). Savangnya, sumber daya alam di Indonesia I:id;k
dikelola secara baik. Dalam beberapa dekade terakhir, khususnya
sejak otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam semakin
udak terkontrol. Banyak kepala daerah vang menjadikan izin
prakuk penambangan sebagai komoditi untuk mencari uang,™
Proses pemilihan kepala daerah yang cukup mahal membuat kepala
daerah terpilih perlu mencari cara bagaimana mengembalikan uang
vang sudah terpakai selama kampanye. Salah satu sumber yang
mereka bisa ambil adalah dar sektor perizinan tambang. Kﬂfﬂﬂﬂﬂ}f’f
sejak otonomi daerah, terjadi peningkatan lonjakan izin tambang di
banyak daerah di Indonesia. _
Jika kita melihat secara umum, sektor sumber daya ﬂhﬂ" bag!
sebagian besar pemegang kebijakan di Indonesia kerap dranggap
dilematis. Di saru sisi, ckploitasi SDA sebenarnya tchh
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonon Indonesi?,

namun di sisi lain, pertumbuhan ckonomi yang disokong ﬂkl?_

ekspor bahan mentah hasil ekspoitasi SDA masuk dalam kategor

A iﬁ-ﬂ:—

“Menurut Bambang Brojonegoro, peningkatan draﬁulﬂndp i SEIFk

pertambangan banyak rerkait dengan otonomi dﬂn':-:r-?h di S
tahun 2001 hingga 2009 relah terjadi peningkatan izin pﬁmmh‘a"gn

kali, dari 750 menjadi 10.000 izin. Lih. manut-@®

‘hups:/ /katadara.co.id/berita/2017/07/20/ belajar-dari-carit

kelola-tambang-batu-bara = '. 1
22 e

rapuh karena sangat bergantung !-:L-[~;|c1.g harga jual nilai komidit

mentah tersebut di pasar global (Asri, 2019). Hal lain yang juga
membuat dilemats adalah soal dampak-dampak negatif dan
buruknya pengelolaan sumber dayva alam di Indonesia. Mulai dari

ktik korupst, dampak buruk lingkungan hingga F:urnhif_-m sosial

prak

vang dittmbulkan
Buruknya pengelolaan sektor SDA tentu saja harus diatasi oleh

para pengelola negara. Namun menyerahkan masalah kompleks ini
kepada negara rentu saja tidak cukup. Semua pemangku
kepentingan harus terlibat akaf dalam upaya Ini. Savangnya,
konsolidasi antar-pemangku kepentingan masih belum terbangun.
Di era reformasi,para pemangku kepentingan, utamanya gerakan
masyarakat sipil, masih bergerak sendiri-sendiri dalam upaya
penyelamatan SDA. Hal ini, misalnya dipaparkan Peluso, Afiff, dan
Rachman (2008) pada gerakan masyarakat di sektor agraria dan
oleh Michon, G., Foresta, H.. Kusworo., & Levang (2010) di sekeor
kehutanan. Kurangnya kolaborasi ini dikarenakan perbedaan
kepentingan pada setiap organisasi masyarakat sipil, khususnya
LSM rtrans nasional. Kurangnya kolaborasi Juga terjadi antara
sesama lembaga pemenntah, dan anrmra masyarakat sipil dengan
pemerintah. Kondisi tersebut berakibat pada semakin kurangnya
pengawasan di sektor pengelolaan SDA_

Penelitian ini mencoba mencart model konsolidasi antar.
L e e o et e
Gerakan Nasional Pr:n', =5 {mg e S

: yelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)
yang su:.:lah diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Komisi P tasan
o e e
(khususnya divifi pﬁn:?l:ial:lmju B Iﬂdﬂqmﬂ! s

) an pengembangannya), mencoba

vakni koordinasi, supervisi, Investigasi sekalipus peul.n'tlﬂ.tﬂn.
enecguban (preventif) dan pemantauan. Pechatian KPK dajas,
menginisiasi gerakan GNPSDA adalah benruk dar upa}ﬂ'pﬁmiif'
(beyomd “ruption). Usaha prevendf KPK di sektor sumber dﬂ}’“ alam
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sumber daya alam yang melibatkan semua elemen sosial. GNPSDA

merupakan gerakan penyelamatan sumber daya alam yang sifamya
masif dan terstruktur pasca era reformasi. Gerakan ini mampu
mendobrak pintu-pintu birokrasi mulai dari tatanan pemerintah
daerah hingga pusat, dan juga melibatkan berbagai elemen sosial
mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta dan penegak hukum,
Gerakan ini berusaha menginternalisasikan paradigma bahwa
penyelamatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab semua
pihak. Namun, tentu saja dalam pelaksanaannya GNPSDA juga
tidak luput dari berbagai kekurangan. Penelitian ini berupaya untuk
melihat sejauh mana kontribusi yang sudah diberikan GNPSDA
dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi.

Berangkat dari hal di atas, maka tujuan dari penulisan studi
kasus ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga

pemerintah dalam GNPSDA?
2. Perubahan apa yang berhasil dilakukan oleh gerakan ini?
3. Tantangan apa yang dihadapi oleh lembaga pemerintah dalam

menyukseskan GNPSDA?

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Menurut Fauzi (Fadhil, 2007), terdapat dua pandangan dalﬂ.[f]
pengelolaan sumber daya alam. Pertama, pandangan kunsi:n'_ﬂf:f
atau sering disebut sebagai pandangan pesimis atau perspektif
Malthusian, Dalam pandangan ini, resiko akan terkurasnya sumber

-
1"

daya alm menjadi- perhatian utama. Sumber daya alam hars
Dt .- &mm hati-hati untuk memastikan ketersediaanny?

-

Pandangan ini  berakar pada pemikiran Malthus yang
likemukakan dalam Prmapi Poplation. Menurut Malthus,
umber daya alam yang jumlahnya terbatas ini tidak akan mampu
mendukung |1c-|':-.||1':ﬂ||1.||1 ||r.'r1c1|.|+|u|-, vang c'!.‘r'u{r.'.rur'l_s_: tumbuh

secara eksponensial. Sementara produksi dari sumber daya alam
akan mengalami apa yang disebur dalam teori konvensional :-i:.‘h:l.u‘rll'
diminishing refturn di mana output per kapita akan mengalami
kecenderungan menurun sepanjang waktu. Dalam pandangannya,
ketika diminishing refwrn terjadi, standar hidup juga akan menurun
sampai ke tngkat subsisten yang pada gilirannya akan
mempengaruhi reproduksi manusia.

Pandangan kedua adalah pandangan eksploitatf atau
sering juga disebut sebagai perspektif Ricardian. Dalam pandangan
ini dikemukakan antara lain, SDA dianggap sebagai mesin
pertumbuhan (engine of growdh) yang mentransformasikan sumber
daya ke dalam man-made capital yang pada pilirannoya akan
menghasilkan produktivitas yang lebih tnggi di masa datang.
Selain itu, keterbatasan smpply dari sumber daya untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi dapat disubstitusikan dengan cara intensifikasi
(cksploitasi sumber daya secara intensif) atau dengan cara
ekstensifikasi

(memanfaatkan sumber daya vang belum

dicksploitasi).

Lepas dari dua pandangan di atas, kita tetap sepakar bahwa pada
dasarnya SDA di suatu negara mest dikelola dengan baik dan
benar. Tanggung jawab itu bukan saja karena undang-undang
mengamanatkan hal itu, namun juga untuk keberlangsungan hidup
manusia dan lingkungannya sangat bergantung pada cara kira
mengelola SDA. Pengelolaan SDA tidak hanya menjadi wewenang
dan tanggung jawab pemerintah, namun mest melibatkan seluruh
Pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat sipil.
Kolaborasi ini mesti dilakukan agar pengelolaan SDA tak hanya
memperhitungkan faktor ekonomi, namun juga taktor sosial dan
lingkungan (Lockwood, Davidson, Curtis, Stratfort, & Griffith,
2008). Maka dari i, pengelolaan SDA diharapkan  dapat
mengefisiensikan investasi, membangun kerjasama dan pembagian
kekuasaan antara pemangku kepentingan, perencanaan yang baik,
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Davidson, Curtis, Strattort, & Carittith (2008 & 2U10) mengusulkan

setidaknva ada delapan prinsip-prinsip yang mest digunakan

sehacai panduan. Kedelapan prinsip tersebut adalah: legitimasi,
transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, keadilan, integrasi,

kapabilitas, dan adaprabilitas, Prinsip-prinsip tersebut menjadi
}wm{u-.m dalam tulisan ini saat menganalisis kolaborast lembaga

pvnwnnt;th dalam keterlibatan mereka di GNPSDA.

Table 1. Prinsip-prinsip Tata Kelola SDA (Lockwood, Davidson,

Curtis. Stratford, & Griffith, 2008 & 2010)

PRINSIP ELEMEN

Prinsip /egitimasiberkanan dengan adanya
wewenang yang diberikan olen L{ndangundang
untuk mengelola SDA atau dibenkgr_w pkeh para
pemangku kepentingan. Legilirnasn ini mesti
dijalankan dengan penuhn komitmen dan

integritas.

Legitimasi

Prinsip ini ditunjukkan melalui proses
pengambilan keputusan yang ’_cerhu’rta, dasar
pengambilan keputusan yang jelas, l:ialn o
tersedianya informasi tentang pengelolaa

dan kinerja lembaga pemerintah yang /7 charge.

Transparansi

Adanya alokasi dan penerimaan tanggund

dan
jawab dalam pembuatan kep].rtu;an =
i}&kaksanaan. Akuntabilitas Eilturl]llkkﬂﬂ dend
terselesalkannya tanggung jawab yang

diberikan. -

Akuntabilitas

.rq.'

- = e 4 ;‘.'i- i e = r - a . oy e

ar A T -

o e o T - . .
- = e e g 4,

Terbukanya kesempatan bagi seluruh
pemangku kepentingan untuk terlibat dan
mempengaruhi proses pengamblian keputusan

Inklusivitas

Keadilan Keadilan ditunjukkan dengan dinargai dan
diperhatikannya pendapal dan selurun
pemangku kepentingan. Selain itu, keadilan juga
ditunjukkan dengan penilaian yang objekif
dalam pengambilan keputusan, serta
pertimbangan yang matang mengenal "cos/s
and beneffs” sebelum sebuah kebijakan
diambil.

Integrasi Adanya keterhubungan dan koordinasi antara
para pemangku kepentingan, keterhubungan
antar lintas sektor, dan kesamaan tujuan serta
strategi antar pemangku kepentingan.

Kapabilitas Berkaitan dengan sistem, sumber daya,

keahlian, kepemimpinan, pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki para pemangku
kepentingan, baik di tingkat lembaga maupun
individual.

Adaptabilitas Berkaitan dengan pengintegrasian pengetahuan

baru dalam proses pembuatan kebijakan dan
implementasinya. Selain itu, prinsip ini juga
ditandai dengan adanya proses evaluasi di
mana dalam proses tersebut terjadi
pertimbangan akan ancaman, peluang, dan
resiko dalam pengelolaan SDA.

LATAR BELAKANG INISIASI GNPSDA

Ketika kita menilik perjalanan  GNPSDA  dalam  usaha
penvelamatan sumber dava alam di negeri ini kita akan melihat
dFremn tahapan yang panjang. GNPSDA berawal dari kajian yang
dilakukan oleh divisi penelitian dan pengembangan KPK sejak
2009. Gerakan ini diinisiasi oleh tim dari divisi penclitian dlﬂn
ptqgemlmngm KPK yang terdiri dari Dian Patria, Epa Kartika dan
Suhstj.-’ﬂnm.

GHFSDA dibangun atas kekhawatiran terhadap sumber daya
alam di Indonesia sejak 2 '

009™. ungkap Epa Kartka (Data
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micncal 1836, letap, dari 1836 pemilik | | yang telah
1II.|.iI:|]'h.LI-'P!1'|"I. iin ftu, hanya 1204 yang memiliin NEW I, S1sanya,
(17 ]urrﬂ]ﬂ- ol I um teridentifikas: NPWP-nya  (Komis
Pemberantasan Korupsi, Gieralan Nasional Penyelamatian Sumber
Dava Alam Indonesia)

Seinng berjalannya waktu KPR dan Linie ser Presiden Bidang
Penpawasan  dan  Pengendalian Pembangunan  (UKP4)  rerus
melakukan melakukan mendtorne dan evaluas) aras ymplementas
cencana aksi NKIB dari 12 Kementerian/Lembaga pada 2013
Dalam pelaksanaannya, kesepakatan wersebut diperbahar dengan
penandatanginan NKB Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber
Daya Alim Indonesia (GNP-SDA) pada tanggal 19 Maret 20154
stana Nepara denpan melibatkan 27 Kementerian dan | embaga d
sehtor Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, [sclaun dan
Pertkanan, Pada tanppal 19 Maret tersebur juga dilakukan [Deklaras
Pf““'“m““m Sumber daya A
Ketua KPK, Pariglima TNI.
"“Hﬂf‘l}; di mana para pihak
DA Indonesis yan

. ’ L‘]l
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Pasen penandatanga NI GNP-SIDA pada 2014 dan 2015
‘.I‘“‘*.|"'-|J"'. LETL |.-il.|r.'|||-.-r!a-' ||a|"|| '-!l-ll.ll! Ferakan
penyelamatan sumber daya alam yang diusahakan semua pibik
“Pendekatan GNP-SDA  beérsifat  partusipatil dan mehibatkan
masvarakat’, ujar Epa Kartika saat diwawancara pada 9 Apnl 2019,
Dalam gerakan im KPK berfungsr sebagsi wasit, tasihitator dan
mpervisor Sektorssektor vang menjadi wilayah kerja € 1INP-SIIA pun
semakin meluas bahlkan hingge ke 15u 1::'115!1'FH|:1;L|| sumber dava air

dan pencemaran lingkungan hidup.

RENCANA DAN STRATEGI DI GNPSDA

Napalk Tilas Kolaborasi Berbagai Institusi di GNPSDA
Dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamaran Sumber

Pava Alam (GNP-SDA), KPK memiliki tiga pendekamn yakni

baseitne (rencana jangka pendek), otesle action (rencana jangka

menengah), dan giifemalical adfiion (rencana jangka panjang).
a.  Rencana Jangka Pendek

Strategi jangka pendek ini berhubungan dengan pengembangan
data vang tenntegrasi dan  sistem  informasi. Inregrasi  dara
dilakukan secara internal kementenan dan lembaga, dan juga
ntegrasi dara keluar dengan pengusaha. Selain e, dalam rencana
jangka  pendek, GNPSDA  berupdya  unmuk  mensinergikan
upavanya dengan berbagai inisianf lainnva seperti Stave Rerenue

il




i i

‘h” H'ﬁ {l‘._.I Il.|| ,II-'-'_.'.I iy

h_.j’fﬂ.n"-'- y
Monitonme.) ain, Melalui rencana jangka pendek i,

7 dan lamn- |

r “?mi'ﬁi'ﬂ N | |
j;qunﬂ 'IﬂE'm m{;mh.lﬁ_!..”-m <atu E'ﬂ'.:*.l.l bank data L1 '!-ll'.ll
mmmahn rata kelola sumber daya alam di Indonesia schingpg

- | data ersebut dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan,

R : \

.,-;I : b Rmﬂﬂﬂ]““gka Mﬂnengah

:fff_ S .: 5% M -mncm'm jangzka menengah, KPIK melalui GNPSDA
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1 kekayaan ncg"l.‘l".'l yang bersumber dari sumber days
. GNPSDA berupaya untuk
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mang benar-benar mendapatkan 1zin untuk
n: .élﬁg]m:asl sumber daya alam
: eaulasi juga menjadi tantangan tersendiri
snengah ini. Oleh karena itu, GN PSDA
Iﬂmkan penegakan sanks bagi pelaku-
ybly dengan aturan. Hal ini dilakukan
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¥ -hlanL Koordinasi dan  supervisi
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Eretd Dacrah (RULED). RUBEN merupakian kebijakan pemenntah

pusat Mengeni rencana peng lolaan enerm tingkat nasional yang
anaan kebiakan energ
nasional yvang RUED atau
RUED-P adalah i pnekat
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menjadi penjabaran dian rencana pelaks
1 1
hersifatr lintas sektor. Seméntara

I . 5 1
kebijakan  pemerintih provins

menjadi penjabaran dari RUEN yang hersifat lintas sektor untuk

mencapal sasaran RULIN.

Gambar 3. Tiga pendekatan dan target capaian GNPSDA
(sumber: diolah dari dokumen GNPSDA)

Terdapat tiga bidang utama yang menjadi perhatian Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Tiga
bidang itu adalah sektor migas dan minerba, sektor kehutinan dan
perkebunan, dan sekwr kelautan. Berikur ini merupakan

pemaparan dari kebijakan dan inisiatf GNPSDA dalam berbagai
sektor tersebut.
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t MIGAS DAN MINERBA
A DI SEKTOl
GNPSD 'IHE'I'!I.,’[][‘I kan sektim |‘l| UNE Ima vano I'-|I||

Sektor ainvak dan &

dikai GNPSDA seiak 2009,
h 1[““ FHMH?J'I me "'L'!"”'" 'i-'-"”i'- N pong lolaan sely Loenerm

' ndonesia menjad

hukmmn dengan cksplorasi dan ¢ ksploitasi, sementara sekror hilis
pgolaban’ hingga perniagaan migas (UU 2,

~mengatur proses I

’.ﬁﬂhp&ﬁlf’}

Sékto ,Fmdu]..m dalamy industrl Migas nasional disebut olely LU
.,:+ ,. 2001 sebagai ‘sektor hulu,
\ d‘dﬂ\ c_kgplﬂlmj_ Industri  Migas menjadi  andalan

_ H__R_S, negara, sejak era ‘oil boom® tahun 1970-an,
TPasca-refo ' l.minnmn meregulasi industri Migas dengan UU
“No 22 tahun 20 1;‘1 mﬂunghhnynk dan Gas Bumu. Undmg uml.mq

Berdasarkan UL Nomor 22

.I| LT

i dua bagian: scktor hulu dan hilir. Scktor hy Iy

.m" IMCmat 1111IHL'~.

.' : ﬂ]b dﬂ pe-.ruﬁﬂhnnn |111.11Lt|m~.1unnl
{0 Migas Indonesia secara bebas
:’ {pa.Eal 11 ayat 1). Secari

ditawarkan melalu Menterl
15‘312 jems kontrak pcnﬂmgl*m

-- rﬁléﬁ Pﬂuﬂhﬂﬂn

d ;.['ﬁtlmegm yakni konsesl,
ontract f PSC dan l-.,uﬂtm]\:-.

'*I' em TFSC di era 19{14-251-21'-*

- Stir k. e T L

vang didapatkan oleh pemerintah dan PSC dengan perusahaan
multinasional itu sekitar 74,3% dari total keuntungan yang ada,
Proses bisnis dalam sektor minvak dan s memang rnrrup*.tk:m
peluang empuk untuk praktik korupsi. Celah korupsi tersebut
misalnya pada penetapan wilayah eksplorasi. Hal-hal lain yang
menjadi celah terhadap peluang korupsi adalah isu-isu seperti
perjanjian  kontrak kerja  sama, proses persetujuan Pl of
Development (POD),
Budget/ WP& B) hingga pengawasan ekplorasi. Uang pelicin
biasanya digunakan oleh perusahaan minyak dan gas untuk

rencana Kerja Anggaran (Work Plan and

mendapatkan wilayah eksplotasi yang memiliki kandungan minyak
dan gas yang menguntungkan (Wicaksono, 2015).

Kasus penyuapan yang menimpa kepala SKK Migas pada 2013
menyisakan ingatan bahwa sektor migas merupakan ladang basah
dalam  praktik korupsi di Indonesia (Waluyo, 2013). Setahun
kemudian pada 2013, menteri ESDM pada era itu resmi menjadi
tersangka dalam kasus gratifikasi (Movanita, 2015). Kondisi terkini,
penegak hukum tengah menyelidiki kasus pencucian uang yang
diduga melibatkan pihak swasta, SKK Migas dan Kementerian
ESDM. Jika terbukti kasus ini merupakan miega korupsi karena
merugikan negara hingga 35 Triliun rupiah (Movanita, 2018).

Sektor energi khususnya minyak dan gas merupakan sektor
yang mendapatkan perhatian KPK dalam GNPSDA. Salah satu
bentuk kolaborasi yang disclenggarakan adalah kerja sama antara
KPK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kolaborasi tersebut yaitu deugan membentuk Tim Koordinasi dan
Supervisi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Pementukan
Tim Korsup ini diputuskan atas dasar Keputusan Menteri ESDM
Numnr 118 K;?ammwzm'r Dalnm tim kursuplm tﬂt@ﬂ
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pusat; dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Tim
Korsup Enerpi, 2017)

Pada sektor mineral dan batu bara, izin usaha
diatur dalam PERMEN No 25 Tahun 2018 tentang Penpusahaan

Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam permen ini diatur

pertambanpan

bahwa pengurusan usaha pertambangan mineral dan batu bara
dilakukan melalui Kementerian ESDM. Selain Itu, 1zin usaha
pertambangan juga belum terakomodir melalui sistem digital yang
dibangun pemerintah berupa Online Single Submission (OSS),
Sehingga berbagai bentuk perizinan masih dilakukan secara manual
dan bertahap (Putera, 2018). Permen yang baru tersebut an:rusah:f
mencapai efisiensi dalam hal aturan, birokrasi dan perizinan di
sektor minerba (“Ini dia 11 hasil rancangan permen”, .'%nlﬂj.
Di sektor mineral dan batu bara, terdapat figa sasaran
GNPSDA. Pertama, pengembangan sistem informasi dan data
; eral d:m batubara yang memungkinkan adanya pelaporan yang
min , s
akura . Kedua, pengembangan sistem PeiE
t dan tﬂpﬂ_t ‘l:::ﬂltn wasa: atas laporan produksi seh}ﬂgi
I b e Krdak dini terjadinya tndk
dapat mencegah atau mendeteksi secara s
i i, Ketiga, penyusunan aturan yang memer - o
pidana korupsi. Ketiga, p a8
memungkinkan pelaksanaan tata kelola P“'ﬂﬂ:l“
yang baik (Komisi Pemberantasan Korupsi, (0. :’}m GNPSDA
| = t di atas m b
e h di ungkat pusat dan dac di
. ‘ i S
berkolaborasi baik dengan p cm?r.mrzsahﬂ Pcrmmbﬂﬁﬂﬂ“ ? Egn
. i
Pada ungkat pusat, pena:taﬂﬂ 1Zin an erhadep kewaji?”
perhatian utama, dan juga pengis cu bara. :
i ha pertambangan min geral dan ba
keuangan pelaku usaha p  dan penjualan m! b
e ada rﬂdukﬁ-l anp c['.lumF':
itu pengawasan terhadap p at guna M
AR d;galakkﬂ.ﬂ oleh pemerintﬂh pus ]{nﬂl[’ﬁi* fn.d}l
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Pada tinpkat I i WCITIErIE diaerah el les
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UMan tata ruang
wilavah vang dapat inakan untul ploras dan e splottast usaha
tambang dan juga perizinan dan pengawisan terh idap tnggrung
!'.l'»'-.i|| |.,L"||r|!=|rl Perusanaan tambang ["-‘I=r"=r”l:"! I-‘Zil.-'.'-l' | L1
bertanggung jawab terhadap pemenuban hak-hak masyvarakat
dengan menjadi perantara antara perusahaan tambang dan

masyarkat (Komisi Pemberantasan Korupsi, (n.d

GNPSDA di scktor kehutanan dan perkebunan

Sektor kehutanan dan perkebunan merupakan sektor vang

rawan terhadap prakeik korupst. Sejak periode tahun 2003 hingga
2010 saja telah terdapat sembilan kasus dugaan korupsi di sektor
kehutanan dan perkebunan yang diduga merugikan negara hingga
0,0 Trillun Rupiah. Sebagian besar kasus tersebur berkutar pada
pemberian izin usaha yang tidak sesuai dengan aruran hukum
(“Inilah Sembilan Kasus™, 2010).

Pada 2018, praktik  suap izin perkebunan  sawit relah
disidangkan, dan menjerat  dua omang legislator provinsi
Kalimantan Tengah dan beberapa direksi perusahaan swasta vang
bergerak di industri kelapa sawit (Bernie, 2018 dan 2019).
Sedangkan di Sulawesi Barat, mantan Radis Perkebunan Sulbar
harus rela ditahan Kejari karena pelaku menjadi tersangka kasus
korupsi anggaran perluasan lahan kelapa sawit vang diduga
merupikan negara hingga Rp 1 Miliar (Nurhadi, 2019).

Berdasarkan kajian KPK, buruknya pengawasan di sekror
kehutanan dan perkebunan menyebabkan negara didera kerugan
35 Triliun fupiah per tahun akibat pembalakan har. Selain iy,
berdasarkan kajinn Cormuption Impact Assessment (CIA), ditemukan
bahwa dari 27 tegulasi yang mengatur pemanfaatan hasil hutan
kayu dan Penggunaan kawasan humn, 13 regulasi di antaranva

P, konflik kepentingan, perdagangan pengarub, pemerasan,

bahkan shase “aprary (Komisi Pemberaneasan Korupsi, (n.d)).
KPK sebagni inisiator GNPSDA dalam sektor kehuranan

Menjalankan tungsi sebagai trigoer mechanism dengan menggunakan
37
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peran koordinasi dan supervisi pemberant

T ||: i
wil I I.|||'_-,_ }|J1
mendorong pelibatan banyak pihak dalam kegiatan yang

1JII:'IIl'.ITI IMmanit LI ) ¥l) i (M) |

davai
membantu penyi lamatan sumber dava kehutanan dan perk |--.|5-_~“
Indonesia. Kegiatan-kegiatan dalam GNPSDA di sekior kehutanan
bertujuan mendorong perbalkan tata kelola sekror kehutanan dic
]‘H:t‘kt:hunﬂn untuk sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat dan
p.:-_rlmikan sistem  pengelolaan sumber daya kehutanan dan
ptrhrhunnn untuk nlr.:m.'t:j::ih I':nru]"m, la{'rhppll;m l«,ru:mj;;m negrar
dan dan kehilangan kekayaan negara (Komisi Pemberantasan
Korupsi, (n.d)).

Berikur ini perananan beberapa pihak baik pemerintah di
tingkat pusat dan daerah, avil society organization (CS0), pelaku usaha
dan penegak hukum dalam pelaksanaan GNPSDA di sektor
kehutanan dan perkebunan dalam tabel berikut:

PIHAK PERAN
Pemerintah - Menyiapkan data dan informasi yang mendukung
pusat terlaksananya kegiatan :
i . Melaksanakan rencana aksi pemerintah T:aa:mi
! - Melakukan pelaporan pelaksanaan renca

- Melakukan monitoring dan euah.la_si terhadap
pelaksanaan rencana aks pemerintah provinsi dan
va

- Melaksanakan tindak lanjut atas nasﬁha:j;ﬂm
naan rencana aksi pemerinta

I ! E .Iah i
rencana aksi pemerinian provirst npusal

| atas hasil kewaiiban pelaku usaha sesuai Cendt
kewenangan pemberian izin =
| . Melaksanakan rencana aksi pemerintah provi™=

| - Melakukan pelaporan rencana aks|

| Fioakkan koordinasi peaporan teradep 7%

Fearmarintan

KA

!;.-ll' :‘!F ._'.-_:. iy ,-._r I.-.I- r .I I# _J r.. .‘- } F
alas natl KEna|nEn (Al Ursalia &

# h{,r :sr rl_:ll :Ir-r- |._;:p-;_;- .I‘r L

" 2l i i B P Y ¥=5
Melsksanakan rencans ksl pemenniar

kabupaten/xola

Mealakukan pelaporan rencana aws pemenniar
kabupalen/kota

Melakukan monitoring, evaluas:, dan tindak EBnjut
alas hasil kewajiban pelaku usaha sesual dengarn
kewenangan pemberian i

Pelaku Usaha

Melakukan pelaporan pelaksanaan kewapban
kepada pemberi iZin

| .mnm“ﬂnwmﬂﬁmw
| rencanaaksikabupatenkota ———

__.'.I-"._:::"‘;_:l.' -;.._‘_-;_'-_.:_ :. : : 33

Civil  Society Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan

Organization rencana aksi dan kewajiban para pihak

(CS0O) Melakukan pendampingan pelaksanaan rencana
aksi
Melaporkan kepada aparal penegak hukum jika
lerjadi pelanggaran hukum daiam peiaksanaan
rencana aksi dan kewajiban para pihak

Aparat Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan

Penegak rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama

Hukum untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang
melanggar hukum.
Melakukan upaya hukum terhadap sefiap bentuk
pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan
ruang laut dan pengelolaan sumber daya di
dalamnya

KPK

Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan
oleh para pihak terkait.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas
implementasi rencana aksi.
Fasilitasi untuk integritas dan sistem

pencegahan korupsi pada lembaga
- terkait.
Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal
yang mendukung kegiatan.
mmmtﬁh&d&pﬂdwdmﬁthm
Kolaborasi dengan berbagai pihak e

untuk mendorong
akselerasi pelaksanaan kegiatan.




Pﬂnqﬂn'll‘l[lhﬂ'.ll'l glston pelaporan progress kegiatan
barbasis leknologl Informas
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'|!'|.I|.||1. li?"‘“" SA cll sekior kel
{biumhr.n KI'K, l-'.l'l'nlti}:lx-l Acwnn lerjin GNPSDA Indonesin s kion
kehutanan dan perkebunan)

Selain dtu, dulam  pelaksanaannyn  GINPSDA - ddak - dappy
bergerak gendi,  Oleh  karena e terdapat 15 lembag
pemerintahan i tingkat pusat yang terlibat Sinerpi antara berbagai
lembagn dan kementerian ink penting agar wewenang masing

masing institusi tidak timpang tindih,

Pada tingkat daerah, GNPSIDA juga menggandeng pemangku
hﬂﬂlﬁﬂﬂiﬂdi tingkat provinsi dan lembaga daerah, Pemerintal
daerah memiliki kemampun supervisi yaog lebib kuat karena
‘Mﬂhllhﬂlﬂ vllhyung dengan berbaga pemangku kepentingan

ﬁuﬂiﬂuﬂmh sepertl pihak swasta dan masyarakat. Sinerg
;punnt.-dm dacrah membuat GNPSDA sebagai

-,

'_.':,.l-.'e--: terstruktur dan terorpanisic - mulai dard tngkat
per i at hingga dacrah,

ANEMLAA B .I:
SLES pll g0 T

o1 iﬂgﬁ__.dﬂpnt-dinmuti bahwa dalam GNPSDA di
""a:_p_-utka'bunnn terclapat  enim fokus -.m::ﬂ:
| M’hﬂl kegintnn ini dilaksanakan oleh berbag
Cdari pemerintah pusat, dacrah dan CSO. Padd
n. 01 terdapat total 16 rekomendasi dan 74
o Lt bel di bawah ini juga dapat dilihat I:nhw§
encana 1;"#‘3 yang paling banyak dan menjadi l'ﬂlltﬂﬂ
adalah renaksi yang berkaitan dengan penyelesaiat
"';v..i'-‘ penataan  ruang  dan wilayah
mlah 29 renaksi dan diikuti dengan renaksi dalam
tem pengendalian anti korupsi sebanyalc 14 renaksl
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Tabel 20 Rekapitulasl Matrihs Rencany Alsi Atas Germban Nasional

Penyelumatan SDA Indonesia Scktor Kehutnan dan Perkebunan
(Suinbers Dokumen GNPSDA di Sektor Kelumnan dan
Pérkebunan 201 )

GNPSDA DI SEKTOR KELAUTAN

Dengan luas wilavah perairan vang melebihi luas daratan, [raneas
saji jika Indonesia disebut sebagai negara mariting, Scebagai negara
maritim, sumber daya kelautan Republik Indonesia dapat dikarakan
melimpah, Hal ini tentu menjadi daya tarik tersedie bagi Neggra
asing atau orang vang tidak bertangpunginwib yang memungkinkan
melakukan tindak kejahatan tetahadap Indonesia (Roza, 2017),

Menurur Dahuri (2001) secara umum sumber dava kelauran
(¥ang berada di wilayah pesisir dan lautan) dapat dibagi atas empt
kelompok, yaitu (1) sumbier daya dapat pulihy (resenalile resonrces), (2)

41
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E‘F _""’:"bcldﬂ}fﬂ kelautan non hayati vang dapat diperbahan
3 »HPotm._;i _unru_k dikembangkan di kawasan pesisir dan

onesia. Jenis energi kelautan vang berpotensi untgk
S dalah ocean thermal energy conversion (OTEC), enery
e Bt pasang surut dan arus, konversi energ dan
: .;?.r?:l'::"n'.' w y ¥
ns 2! Kategori terakhir adalah berupa jasa kelautan
L
nanfaatan.  sumber dava  kelautan  unwk

“potensi dan sumber dava di scktor
s bahwa Indonesia perlu  melindung
_L ‘; gunn. dimanfaatkan sebesar-besarnya
H _J;grmang jclas dalam Pasal 33 ayat
i.ﬂan a:lr dan kekayaan alamyang
aasai oleh npegara dan dipergunakan
nk;.rat” Untuk mencapai diti-
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lzin I-;.1p:=|| Pengangkut  lkan (SIKPI). Selain 1tu, terdapat
perusahaan Kapal [kan \sing  yang  memperoleh
SIUP/SIPI/SIKPI, namun tercatat bukan sebagal perusahaan
i“.t-hu'l!_r‘k;'il"lilrl ikan atau pengangkutan tkan (Komuisi Pemberantasan
[{_nrui‘*ﬁj, {l'l-'-{]:'-

Hal ini dibuktikan dengan salah saru kasus praktok korupsi yang
menimpa Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) pada 2017. Pada saat
itn, KPK berhasil mengumpulkan barang bukd sebesar Rp 20
Miliar hasil dan penyalahgunaan perizinan dan pengadaan provek-
proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017.
Terdakwa pun akhirnya divonis lima tabun di bui dan denda Rp
300 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi masa tahanan
(Nurilah, 2017; Hilmi, 2018).

Secara lebih detail, berdasarkan kajian KPK pada Sistem
Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber daya Kelautan Indonesia
tahun 2014, terdapat delapan permasalaban utama di sektor
kelautan, sebagai berikut:

1) Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas
United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) tahun
1987 memberikan jaminan bagi negara pantai/negara kepulauan
terhadap wilayah laut teritorial dan hak berdaulat pada wilayah laut
dﬂnm-znna tﬂmbahﬂn dan zona ekonomi eksklusif. UU Kelautan
Juga menjamin adanya penegakan kedaulatan dan hak berdaulat
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, hingga saat ini
sebagian batas wilayah laut Indonesia belum jelas karena batas
wilayah dﬁﬂgﬂn negara tetangpa belum ditetapkan. Hingga akhir
Desember 2014, terdapat beberapa segmen perbatasan dengan
ficgara tetangga yang belum diratifikasi, belum disepakan,dan
belum dirundingkan. '
Pm“alaﬂ batas wilayah laut juga diperumit oleh adanya
Eﬂnunjukan Pengumm garis pangkal kepulauan saja sesuai
engan amanat UU Kelautau, sementara pada setidaknya 31
~amya luas wilayah laut Indonesia yang definitif dan diakui
dengan jumlah pulau yang ada saat ini yang belum pasti, dimana
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2007 tentang, Penpelolan Wilayah Pesisir dan
o '-(UUFHIIIM |“.=-n}rﬂ|}|."l¢ﬂ 1 bhahwi 1TI'IIFFII.'|“||I:IH
sty ' dogpa Jaur sejauh 12 mil
el pulpulau Kecll, D02 b i
:'*.I:"'.' I, d Nt fﬂ'ﬂﬂ“; pcmﬂni'ﬂﬂl'ﬂ”- 11{?11;.5.!%:!&.!1!, L
| Jlb *Eﬂtﬂﬂkli manusia dalam  memantaatkan
'ﬁ#‘ alamiah secaran berkelanjutan dalam upaya
[V n masyarakat dan menjaga keutuhan
s sereneanaan gﬂngl'm'fuﬁ dilakukan oleh

T 1 reneana tara ruang wilayah pesisi,

s ’,} haru rencana Zonasi tata ruang
., i lain, penggunaan ruang laut
agal sektor kegintan antara lain
. pertambangan - dan lain

a ?'~.Li'-."r_ ang tersebut menjadikan
R |'5[~- jadi tumpang tindih,
sptimal, dan berpotensi menciptakan

—

g-und: ‘qh" g belum lengkap dan

aut dan su ;-;|L13:JEE ﬁéjﬁgﬂum di Indonesia
agai a erundang-undangan yang

rsebut antara lain terkait

”“II |||Il' Ta gl il ||| |'r|r;. ,|r ".:'|'5'|' |! R I|I |.-|]|||.I1 r~|”||,;”,_|. ||r“|||I

satu dengan Lyl
4, Tidak erkendalinya pencemaran dan kerusalean di laut,
Aturan |:n'r'||||rl.|r|-,a undangan  mewajibkan .ilj,ilf,..t-_-,n“.}-u
!H‘H!.’,L'“‘I”“""l rerhadap  keglatan  yang dapat  menceman  dan
menimbulkan kerusakan di laut, Dengan demilian, Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Dacrah wajilb menyelenpmrakan sistem
]"'ﬂ“l'“i'a“l"""‘ dan  penanggulanagn  pencemaran dan  kerusakan
lipgkungan laut. Dalam faktanya, kerusakan dan  pencemaran
pesigic dan laut sangt marak terjadi  diberbagal kawasan di
Indonesia seperti kerusakan terumbu karang, pacang lamun, hutan
mangrove, hingga pencemaran air laut oleh limbah domestik,
industri dan tumpahan minyak di laut,

5, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukoum di laut,

Berbagai kasus pelanggaran hukum di laut seperti penangkapan
ikan illegal (AUU  Fishing:  egal, Unregulated, Unreported
Fishing), pencemaran, penggunaan bahan peledak, penyelundupan,
dan sebagainya menunjukkan bahwa laut menjadi salah satu pintu
utama kejahatan, Hal ini discbabkan selama ini penegakan hukum
di laut lemah oleh karena kombinasi dari sejumlah faktor seperti
sarana dan prasarana patroli laut yang tidak memadai dan jumlah
petugas pengamanan yang tidak berbanding lurus dengan luas
wilayah laut yang harus diawasi.

6. Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, pengguniaan
ruang laut, dan pemanfaatan sumber daya yang ada didalamnya,
belum lengkap dan tidak terintegrasi.
| Pmﬁnﬁaﬂn laut untuk kepentingan navigasi, perikanan,
perizinan dan kepentingan lainnya harus dicatatkan dalam sistem
data dan informasi yang berbasis teknologi informasi. Akan retapi,
hingga saat ini sistem data dan informasi tersebut masih bersifat
Ptumldan belum sepenubnya didesain untuk dapat me-monitoring
kegiatan di sektor kelautan secara real tin. |




Penerimaan negara dari perikanan tangkap vang mengrunakan

sumber daya dari laut, relatif masih sangar keg Rata-rat.

persentase Penerimaan ‘”wuﬂ.r’l Bukan Pajak dan perikanan ingk

Kap
1

hanva sebesar 0.3% dan total nilai produksi sektor terseby; o
'L.

sebesar Rp 77,3 Triliun pada tahun 2013,

8. Belum optimalnya program pemerintah  unlk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

menggantungkan hidupnya pada laut.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai

| pihak untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat
;l nelayan yang sclama ini menjadi kelompok masyarakat paling
?{ miskin di Indonesia. Namun upaya tersebut sepertinya belum
3._ berjalan optimal karena hingga saat ini kesejahteraan masyarakat

nﬂam b:lum mengalami peningkatan secara signifikan.

Berdas: tkan permasalahan di atas GNPSDA di sektor kelautan
' lﬂmﬂt melaksanakan enam sasaran kegiatan berikut; 1
a!sttm data dan informasi yang terintegrasi

‘base pcnzman monitoring dan evaluasi. 2

tntiltﬂiala di sektor kelautan. 3. Mendorong

ﬂﬂﬂm melaksanakan kewajibannya. 4.

’:F' 18 _;L'I::‘.ﬂuﬂnp aturan pcrundﬂng-undﬂﬂgﬂﬂ

ﬂmu kapﬂmstas kelembagaan terutama
%ﬂgﬂ langsung dengan pengelolaan

o e

da.[am GNI’SD&. Pemerintah
Pl‘-' di 51311.111:11 Indonesia mulai
P e el K}lususn';ﬂ provinsi yang
a: !n: M-:l;u _'-EELEHJI kulaumn yang Pm—[u

=

i T »J " ™y 1 YT 1 1s
1 ' . i 151
{ 1A ko 11 [T 113l I | | LS

'\-\.|_:- ]
eaman batas wilavah laut di Indoncsia, penginicgrasldall sIS[em
|'\.|‘_=!|_ ||!: 5 | o r i ‘
i o I EOITary ra ki '-I.' hl.:l \ kelautan,
I-Ll'lk.ll"lll'l.llll Lol s ! | :
|".|_|'| ||| Angean I ApnAsIiias ".| AT, 'l" ||_'_-.._""'!',_|"j'_'_'::‘_ il
I':|’4H11|.]:~2~~ |“n'l|'1.:i|-..-.:" PCTLZINAT clan ['-._i-:.-.x.-_n.:.-.;'- kewanban [Pari
|‘~||<n khususnya pihak swasta vang memantaatkan SIDA kelautan
FONUS AREA RENCAMA | INDIKATOR
REKOMEMNDASI
AMSI PUSAT | OUTPUT
4 13 13
L 14 17
: o H | |
- 12 14
_2 3 5
4 8 17
] ] 3
32 (1] 110

Tabel 3. Rekapitulasi Renaksi GNPSDA di Tingkat Pusat 2015
(Sumber: Dokumen GNPSDA di sektor kelautan)

Sedangkan pada ungkat pemerintah dacrah terdapat empat
kegiatan yang menjadi fokus area GNPSDA di sckror kelautan
yakni penvusunan tata roang wilavah laut, penataan izin,
pelaksanaan  kewajiban para pthak dan pembernan  dan
perlindungan hak-hak masyarakat, Total terdapat 19 rekomendasi
dari setiap fokus arca. Selain iru, terdapat toral rerdapat 21 rencana
aksi pemerindah daerah dengan proporsi yang hampir merata
untuk setiap fokus area kepiatan.

Rexowenas | RENCANA | NoWATOR
: e
2 B e e o
18 21 i

Tabel 4, Rckapitui_nsi Renaksi GNPSDA. di Tingkat Daerah 2015
(Sumber: Dokumen GNPSDA di sektor kelutan)
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lembaga negara tersebut. Dengan memfasilitas: komunikasi antar
lembaga negara, KPK, selaku inisiator GNPSDA, juga berhasil
membangun pengertian bersama antar-lembaga negara tentang
pentingnya kolaborasi dalam mengelola sumber daya alam, Ego
sektoral yang dulunya ada karena berkaitan dengan tugas dan fungsi
tiap Lembaga, menurut Epa kini sudah berkurang.

Pada sektor lain, misalnya di sektor kehutanan, masalah dalam
pengeloaan SDA tidak cukup dengan mengritik sistem administrasi
yang sengkarut. Agar gerakan ini dapat mencakup rtataran
administratif dan implementatif, serta untuk menjaring sebanyak-
banyaknya lembaga negara yang terlibat, KPK membawa inisiatif
gerakan ini ke Presiden. Hasilnya, terdapat 27 Kementerian dan 34
Gubernur vang terlibat menandatangani nota kesepahaman
bersama mengenal pengelolaan Kawasan hutan yang dikoordinir
oleh Kantor Staf Kepresidenan /KSP. Menurut Epa, kesepakatan
antara lembaga penting tidak hanya sebagai bentuk komitmen
mereka, namun juga agar gerakan ini terasa kepemilikannya di
masyarakat.

El‘-]ﬂiannpmtlﬂg selanjutnya dari gerakan ini berkaitan dengan
komitmen menyeluruh dari pimpinan jajaran pemerintah. Dalam
wawancara dengan Prof Hariadi pada 15 April 2019 dari IPB yang
Wﬁﬁ‘ﬂf’meﬂgmsmm gerakan ini, dikatakan bahwa selama ini
geiﬁﬁﬁ.,ﬁ"&r elamatan lingkungan hidup hanya dilakukan oleh
stakeholders di Iuar sektor pemerintahan. Kontribusi dar
Stakehoiders  di perguruan tinggi ataupun lembaga swadaya
masyarakat, lanjut Hariadi, biasanya hanya berupa policy paper—
analisis seputar kﬂbl_]ilkﬂn pemerintah terkait pengelolaan SDA.
Menurut Hariadi, aksi tersebut kurang memiliki dampak, utamanya

pada Prakukfmtcmal perusahaan dan pemerintah dalam mengelola

SDA. Oleh ltnrena itu, selain inisiatif dari masyarakat dan dunia

pendidikan, Rﬂﬂﬂng Juga untuk menyasar pimpinan di lembaga
F““‘““fﬂh WMWﬁngdibuat oleh :kad:nus: dan

S g 4




Pelajaran penting ke lima dan g rakan in; dalal el
stmua ]L'nﬂ-*-i?:“ -L"‘E"-i:'—"-ill. partner strateps Peran ix:lﬂ.ﬁull'hl'l-ln
gerakan ini adalah sebagai ko irdinator dari ring lan 'hL:.-l-:.tIILIII“”
telah disusun dan discpakati bersama oleh Pemering ;l;l e
pemenntah daerah, pelaku usaha, O ). Pusat

dan

| . Aparat Penepak
hukum. Keterlibatan semua pihak disusun Sesual deng |

‘|11 T'.'ILIJI.‘ FI-T':..:-'I
kegiatan, dan rencana aksi kegmatan disusun untuk

untuk setiap
lokus kegiatan di sektor pertambangan mineral dan batu bar

perkebunan, Sesya dengan fungsi
dan tangpung jawabnya, pemerintah Busatd

kelautan, serta kehutanan dan
an daerah berperan
untuk membuat rekomendasi dan bertindak selaky penanggung
jawab rencana aksi dan evaluasinya. Sementara itu, pelaku usaha
melakukan seffassessmrent terhadap pelaksanaan kewajibannya untuk
kemudian ﬂ‘lﬂ]ﬂpﬁrkﬂt‘ln}'ﬂ ke pcmcrintah. ﬂdﬂpun peran CSO
berfungsi sebagai sumber informasi realisasi pelaksanaan il dari
rencana aksi. Terakhir, aparat penegak hukum berperan untuk
memastikan kegiatan berjalan sesual dengan koridor aturan
: ~und n vang berlaku,
Pcr;dﬁmi :nniara Lmiaga negara ini dalam prinsip tata kelola
SDA (Lockwood, Davidson, Curts, Stmtfcfrd. ﬁ;.{?nfﬁth, zﬂﬂi‘i
2010) termasuk dalam prinsip integrasi dan mklusmm.-t::j :] I
dalam mengelola SDA utamanya diperlukan_ untuk seti _ ?‘Hﬁdgk
m pertama, membuka saluran komunikasi dan koordinasi
_ :ntah. namun juga antara lembaga
saja antara lembaga pemerintah,

: lintas sektor.
= pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, 5 dan visi

e Dari kolaborasi ini diharapkan tercipta kesamaan s
e~ s - ola SDA. ; media
dﬂ;ﬁ:i yang juga tidak kalah penting adfh :E:ﬂ Meski
L - ' ndi i
Pais. o Jalui strategi pembangunan BBETEE L L oedi
=23 ‘."-— g Wj-ﬂ::;mmﬁh;:i( :nﬂuwfﬂkﬂn lembaga yang sl djﬂrﬁ;ia Jebih

e : biasany#

USERR & B : tar korupsi, namun i, LingkuP
e penindakan kooPs T
s % dengan informasi sep m ranah pe

;': T t kma dﬂjﬂ : mﬂﬁ’
: GNPSDA lebih banyak be ; atian
st di mana isu ini biasanya kurang """’"?ﬂk]:-n i, jurnalé
l..._:'!"nmiﬂﬂ 1su capan kasus korupsh Selal i r,liplﬂi“'
ketimbar 'bmmm’l{]uaﬂ umumoya bert48%
4 deén

g ehingga  topik pemberitaan  tentang
hukum '”"!' -l llll i I.I.m.. merek: .
]‘ntnl:.'ﬁ.'_u..lh.lr] KOTUpPS! KUrang masus acngan Hputian mereka

Dalam kolaborasinva dengan media massa, GNPSDA
membangun agenda di media massa tentang urgensi pengelolaan
sumber daya alam dan dampaknya terhadap kerugian negara.

Informasi untuk media massa dibingkai untuk menekankan jumlah
kerugian negara, schingga topik tersebut dapat dimuat oleh jurnalis
vang bertugas meliput topik ckonomi, politk, dan hukum. Langkah
lainnya dalam membangun agenda media adalah dengan pelibatan
media pada rapat koordinasi dan tinjauan ke lapangan. Dengan
demikian, jurnalis dapat turut urun rembug sebelum peninjauan ke
lapangan dan mereka juga mendapatkan informasi vang lebih kaya
untuk bahan tulisan mercka karena mendapatkan kesempatan

untuk meliput langsung. Saar ini, selain membingkai isu

pengelolaan lingkungan seputar topik kerugian negara, GNPSDA
juga coba mengembangkan bingkai baru vakni dampak kerusakan
lingkungan hidup.

CATATAN KRITIS

Tantangan untuk gerakan serupa: 1) Integrasi, 2)
Keberlangsungan gerakan, 3) Prioritas pimpinan, 4) Visi

negara dalam pengelolaan SDA, 5) Tidak ada satu formula
yang sama untuk setiap gerakan.

b P:hj_‘ﬂﬂ-“ﬂﬂ GNPSDA tak lepas dar mantangan baik internal
PI A%-pihak yang terlibar, maupun dari faktor cksternal. Dan faktor




Gnaffith, (2008 & 2010) tentang pengelolaan SDA d; \ustralia
Dalam artikel mereka, perencanaan dan praktk pengelolaan Spa
biasanya hanya terfokus di sektor masing-masing, schingga masi,
kurang adanya keterhubungan dalam pembuatan perencanaan
_ antar pe:meﬁnmh pusat dan daerah, vang akhirnya berpengaruly
E pada bingkai kebijakan pengelolaan SDA.
5 Timﬂ-ﬂﬁﬂ kedua berasal dari prioritas pimpinan dalam melihat
pengelnlaan SDA. Selama terlibat dalam GNPSDA, E pa

mgpﬂ_ﬂ:an bahwa prmnms pimpinan ini tidak hanya di lingkup

K, namun juga pimpinan setiap lembaga yang bekerja sama dan
nanya pimpinan tertinggi negara. Di KPK, misalnya, tanggung
b lembaga terscbut berkaitan dengan pencegahan  dan
ndakar ]m-mpsl. Jika pada satu masa ada banyak aksi
FE .., “. a fokus pimpinan akan tercurahkan ke sana. Di
arena uGNESDA sifatnya pencegahan maka langkah yang
e ”Bmpjmpman sifatnya tidak sesegera dibandingkan
hj,:. lakan. Prioritas pimpinan juga dapat menjadi

S e Jain yang bisnis utamanya lebih ke

3 Fm mﬂﬁ}“aﬁkﬂt, bukan pmcﬂgﬂhﬂn

RN — S

2 a yah' Mesklj'aﬂg menandatangani kefj

orga i, seharusnya komitmen kerja samd

5 tapi
& “ngglc-at kc a ﬂ.;gan]sﬂﬁl Akan te

e l'_I . ilj\ﬁ u,dgk ﬂdﬂ

kﬁpﬂda E'Etl

' mereka.
ﬁ"!ﬂkﬂ-ﬂ' kﬂﬂ].ltﬂ'lﬂﬂ h Uﬂlt Kerd

ol EWg langsung ole
dm P cﬂgﬂ:ﬂdﬂlﬂlﬂ Pgmhaﬂguﬂﬂ.ﬂ

ini. KPK meski bertdak sebagal koordinator, namun seeqrq

dminitratif tidak bisa bernndak banvak,

Tantangan selanjutnya juga masth terkait dengan prioritas
]1im|'r“'l'-1” dan keberlangsungan gerakan, yvakni perumusan visi
negara dalam ]}t'rt_:._{t.'|4l|.'1:1r1 SDA. Sebelum merumuskannyva
dipcrlukﬂn sebuah framenork dalam memandang posisi strategis
SDA Indonesia sebagal cadangan energl nasional. Hal ini penting
antuk menentukan misi dan langkah strategis dalam pengelolaan
SDA. Jika visinya untuk cadangan energl nasional, rentu langkah
yang diambil akan berpengaruh terhadap eksplorasi dan ckspor
SDA. Secara global, krisis sumber daya alam telah menjadi
perhatian berbagai kalangan—pemegang kebijakan, akademisi, dan
Pﬂ].il‘.isi—:-}elama lebih dani dua dekade. Adapun permasalahnya
berkaitan dengan konflik sosial, ekonomi, dan kepentingan politk,
utamanya untuk mentukan siapa yang akan mendapatkan
k&_untungan dari exploitasi SDA. Sebagaimana bunyt UUD 1945
yang mengamanatkan agar bumi dan air dan kekavaan alam yang
teckandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, maka visi pengelolaan SDA pun harusnya
berpusat pada keutungan bagi rakyat.

Terakhir, perlu adanya pemahaman bahwa meski GNPSDA
il u_l:gcrhnsﬂ dalam membangun kolaborasi antara pemangku

ingan, nam, gerakan ini tentu perlu dievaluasi setiap jangka
‘Wﬂktu tEttEntu rl:m menegaskan komitmen lembaga negara scsuai
dengan hasil evaluasi tersebut. Selain itu, keberhasilan yang terjadi
di satu gerakan ataupun satu sektor, sebenarnya bisa jadi berbeda
jika i Ingin merumuskan gerakan serupa di sektor lain atau negara

Jlain. Terkait pengelolaan SDA di sebuah negara, Reese (1990)

mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satupun metode yang

Sama persis untuk diterapkan di setiap negara. Bahkan, sulit juga
‘untuk mencapai kesepakatan untuk hanya sekadar menentukan

meto&c apa yvang akan dilakukan untuk menyelamarkan SDA.

Mﬂh Pﬂfnnsa]lhan lingkungan—seperti  polusi, perubahan
rangnya jumlah spesies terrentu, ataupun adanya

m 5”“‘8 P“ﬂﬂ-ﬁ namun tak ada satupun solusi sederhana untuk
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